BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peranan Badan

Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa, ada beberapa hal

yang menjadi kesimpulan yaitu:

1.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pemerintah desa pada variabel
Organization Metods dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum tidak
hanya berlaku bagi staff desa tetapi juga berlaku bagi Kepala Desa,
karena salah satu tugas BPD adalah mengawasi aparatur pemerintah
desa. Terkait dengan diberikannya sanksi hukum dan kedisiplinan
semua anggota BPD sangat dibutuhkan agar BPD tidak
menyelewengkan tugas sebagaimana yang tertera dalam Undang-
Undang Nomor 06 tahun 2014.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pemerintah desa pada variabel
Teknik Pengawasan yaitu dapat diketahui bahwa BPD Desa Batudulang
sudah melaksanakan pengawasan desa seuai dengan fungsi Perundang-
Undangan Nomor 06 Tahun 2014. Teknik pengawasan langsung yang
dilakukan BPD di Desa Batu Dulang dilakukan dengan anggota BPD
yang turun langsung mengawasi kinerja pemerintah desa saat kegiatan
pemerintah desa berlangsung. Adapun teknik pengawasan tidak

langsung yang dilakukan BPD yaitu melalui pelaporan dari anggota



maupun laporan dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa teknik
pengawasan secara langsung dan tidak langsung yang diterapkan oleh
BPD Desa Batudulang merupakan hal yang sangat membantu dalam hal
pengawasan Kinerja aparatur desa.

3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batudulang Kecamatan
Batulanteh Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu
faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung vyaitu
Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, partisipasi masyarakat
sangat penting dalam mendukung kinerja BPD dalam melakukan
pengawasan terhadap aparatur pemerintah di Desa Batudulang.
Sehingga BPD banyak ruang untuk melakukan tugas dan fungsinya
sesuai dengan aspirasi masyarakat. .Sedangkan faktor penghambat yaitu
Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan
prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta
Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan
yang ditetapkan.

5.2 Saran
Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut penulis
ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak
tentang Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Adapun saran-saran

tersebut, sebagai berikut:



1. Kepada BPD
BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh
kubutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi
perpedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa
Batudulang, dan melaksanakan pengawasaan dan tugas pokok yang belum
dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering
hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih
mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.
2. Kepada Pemerintah Desa
Karena masih banyak program desa yang belum dilaksanakan,
maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD perlu ditingkatkan untuk
pelaksanaan mendukung BPD dalam melakukan tugas sebagaimana.
Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program-program desa
dapat terealisasikan dengan baik.
3. Kepada masyarakat
Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan atau
partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
pengawasannya serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang
direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-

mata untuk masyarakat itu sendiri.
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Lampiran 4 dan 5

1. RENOVASI KANTOR DESA
ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR DESA

DESA BATUDULANG, KECAMATAN BATULANTEH, KABUPATEN

SUMBAWA
SUMBER DANA JUMLAH SARANA DAN
TAHU | TOTAL ADD SWADAYA [ PARTISIPATIF | ADD PRASARANA
N ADD UNTUK DESA
SAPRAS
DESA
2013 | 62.383.000 | 24.953.000 | 4.700.000 - 29.653.000 | Pembangunan
Pondasi Kantor
Desa
2014 | 62.383.000 | 24.953.000 | 1.740.000 23.000.000 49.693.306 | Pembangunan
Tembok Kantor
Desa
2015 | 70.901.000 | 28.360.400 | 1.500.000 - 29.860.400 | Pembangunan
Konstruksi Teras
Kantor Desa
2016 | 31.154.000 | 31.154.000 | 1.500.000 - 31.654.000 | Pembangunan
Plesteran, Plafon,
dan Pengadaan
Pintu
2017 | 81.709.000 | 32.682.600 | 1.000.000 17.500.000 51.182.600 | Pembangunan
Tembok Gewel
Gedung Balai
Desa

2. RENOVASI PAUD

ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU PAUD

DESA BATUDULANG, KECAMATAN BATULANTEH, KABUPATEN

SUMBAWA
No | Uraian Vol Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
1 Pekerjaan
pendahuluan
Papan nama proyek Rp. 250.000 Rp. 250.000
Pembersihan lokasi Rp. 250.000 Rp. 250.000
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2 Pekerjaan Tanah

Huruk Tanah 60 m? Rp. 60.000 Rp. 3.600.000

Wadas
3 Batu kali 12,74 | m® Rp. 115.000 Rp. 1.465.100
4 Pasir Urug 60 m® Rp. 100.000 Rp. 6.000.000
5 Pasir Psng 23,84 | md Rp. 200.000 Rp. 4.768.000
6 Semen 50 kg 120 sak Rp. 50.000 Rp. 6.000.000
7 Batu merah 9035 Bh Rp. 500 Rp. 4.517.500
8 Genteng pres 3400 | m® Rp. 1.500 Rp. 5.100.000
9 Bumbungan 75 Bh Rp. 5000 Rp. 375.000
10 | Splite 5,96 m® Rp. 180.000 Rp. 1.072.000
11 | Keramik 69 m? Rp. 46.000 Rp. 3.174.000
12 | Cat Kayu 10 Kg Rp. 50.000 Rp. 500.000
13 | Cat Meni 4 Kg Rp. 25.000 Rp. 100.000
14 | Plamir 4 Kg Rp. 20.000 Rp. 80.000
15 | Cat Tembok 125 Kg Rp. 10.000 Rp. 1.250.000
16 | Paku 25 Kg Rp. 15.000 Rp. 375.000
17 | Kayu6/12 13 Btg Rp. 300.000 Rp. 3.900.000
18 | Kayu 8/12 25 Btg Rp. 325.000 Rp. 8.125.000
19 | Kayu2/20 14 Btg Rp. 300.000 Rp. 4.200.000
20 | Usuk5/7 108 Btg Rp. 75.000 Rp. 8.100.000
21 |Reng2/3 5 Ikat Rp. 325.000 Rp. 1.625.000
22 | Kayu4/6 26 Btg Rp. 50.000 Rp. 1.300.000
23 | Besid12 75 Bh Rp. 45.000 Rp. 3.375.000
24 | Besid6 70 Bh Rp. 17.500 Rp. 1.225.000
25 | Blendrat 25 Kg Rp. 15.000 Rp. 375.000
26 | Papan 20 Bh Rp. 21.000 Rp. 420.000
27 | Pintu Panel 3 Bh Rp. 1.500.000 | Rp. 4.500.000
28 | Jendela 6 Bh Rp. 625.000 Rp. 3.750.000
29 | KacaBV 1,5 m? Rp. 55.000 Rp. 82.500
30 | Sepitang 1 Unit Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000
31 | Closet 1 Bh Rp. 250.000 Rp. 250.000
32 | Kran + Instalasi 3 Bh Rp. 150.000 Rp. 450.000
33 | PintuwWC 1 Bh Rp. 400.000 Rp. 400.000
34 | Pembuatan sumur 1 Bh Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000

Total Biaya Rp. 82. 954.900
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